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ABSTRAK 

 

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pen 

danaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah 

Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali 

potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka peningkatkan pendapatan asli 

daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi pasar yang 

dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun retribusi 

pasar dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari 

penerimaan retribusi pasar belum mencapai target. dalam hal menyikapi  

pengelolaan retribusi pasar perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur 

pemerintah maupun wajib retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan 

retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? dan bagaimana 

menurut pandangan ekonomi Islam tentang pengelolaan retribusi pasar dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dan bagaimana pengelolaan retribusi pasar 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), 

penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Pengumpulan data  yang digunakan adalah dengan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis mengolah 

data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk 

menganalisa data penulis menggunakan analisa dengan metode berfikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di 

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan 

tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam 

pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang 

diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif 

ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam 

yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah tehadap pedagang sebagai wajib 

retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap 

pedagang. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah  
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MOTTO 

 
ئفَََِٱلَّذِيَوَهوََُ

َٰٓ تَٖلِّيبَۡلوَُكُنَۡفيَِهَبَََٰٓٱلۡۡرَۡضَِجَعَلكَُنَۡخَلَ  وَرَفعَََبعَۡضَكُنَۡفوَۡقََبعَۡضَٖدَرَجَ 

َرَبَّكََسَزِيعَُ َإنَِّ كُنۡۗۡ ََۥوَإنَِّهََُٱلۡعِقبَةَِءَاتىَ  حِينُُۢ  [٥٦١ :]الۡنعبم٥٦١َلغََفوُرَٞرَّ

Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 

dan Dia meninggikan sebahagian kamu dan sebahagian (yang lain) beberapa 

derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
1
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1
 Depatermen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), 

h. 259 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan 

adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini yaitu “PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Dinas Perdagangan Kota 

Bandar Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah 

judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk 

pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.
1
  

2. Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat 

pedagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2
  

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

                                                             
1
 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15 

2
 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 73 
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menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

atas desentralisasi.
3
 

4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.
4
 

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini 

menjelaskan tentang pengelolaan atau manajemen retribusi pasar di Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pendapatan 

asli daerah sehingga dengan pengelolaan yang dijalankan dengan optimal akan 

menjadikan retribusi pasar menjadi aset yang nyata dalam meningkatkan 

pendapatan asli dearah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Bandar Lampung adalah 

Retribusi Pasar, sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang 

tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai retribusi daerah yang 

merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Bandar Lampung dan juga penerimaan bagi pemerintah daerah yang 

                                                             
3
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 51 
4
 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 17 
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nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri, 

oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi daerah 

yang ada di daerah tersebut. 

Pasar merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus setiap 

harinya, mengingat jumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yaitu 

31 Pasar, menjadikan retribusi pasar berpotensial dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selalu 

meningkat setiap tahunnya tetapi tidak pernah mencapai target.  

Retribusi pasar memiliki kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah untuk 

menunjang pembangunan daerah. Semakin baik dan optimal pengelolaan 

atau manajemen pemungutan retribusi pasar yang diterapkan maka retribusi 

pasar dapat dijadikan aset nyata dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. 

Mengingat bahwa pengelolaan pemungutan retribusi pasar berkaitan dengan 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengelolaan pemungutan retribusi pasar menurut perspektif Ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan keilmuan penulis 

pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta tersedianya literatur-literatur yang 

terdapat diperpustakaan yang dapat menunjang dalam pelaksanaan 

penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah 

dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola 

hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi 

daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat 

dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka 

peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
5
 Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain.
6
 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
7
 Seperti dijelaskan dalam Kitab 

Suci Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29: 

                                                             
5
 Marihot Palaha Siahaan, Pajak Daerah Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 14 
6
 Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan 

Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101 
7
 Ahmad Yani, 2002, Loc.Cit., h. 55. 
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سَصُٕنُُّ  َٔ  ُ وَ ٱللََّّ ٌَ يَب حَشَّ يُٕ لََ ٚحَُشِّ َٔ وِ ٱلۡۡٓخِشِ  ٕۡ لََ ثٱِنَۡٛ َٔ  ِ ٌَ ثٱِللََّّ ٍَ لََ ٚؤُۡيُُِٕ زهُِٕاْ ٱنَّزِٚ ٌَ قََٰ لََ ٚذَُُِٕٚ َٔ ۥ 

  ٌَ غِشُٔ ْىُۡ صََٰ َٔ َٰٗ ٚؼُۡطُٕاْ ٱنۡجِزۡٚخََ ػٍَ ٚذَٖ  تَ حَزَّ ٍَ أُٔرُٕاْ ٱنۡكِزََٰ ٍَ ٱنَّزِٚ ٍَ ٱنۡحَقِّ يِ  انزٕثخ: ] ٩ٕدِٚ

ٕ٩] 

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam keadaan tunduk”.
8
 

 

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah 

menurut para ulama adalah untuk kemashlahatan umat, karena dana pemerintah 

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan 

mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban. 

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-

sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat.
9
 Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, 

maka diperlukan dana yang cukup. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk 

peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.  

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu 

adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan 

efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam 

                                                             
8
 Depatermen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 191 
9
 Ahmad Yani, Op.Cit., h. 55 



6 

 

 

 

menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan perekonomian 

serata kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِ يُهۡكُ ٱنضَّ  لِلََّّ ءٖ قذَِٚشٌ  َٔ ۡٙ َٰٗ كُمِّ عَ ُ ػَهَ ٱللََّّ َٔ ٱلۡۡسَۡضِِۗ  َٔ دِ  ََٰٕ  [٨٩ٔ ] آل ػًشاٌ ٨٩ًََٰٔ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha 

Perkasa atas segala sesuatu.”
10

  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan 

yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk 

memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti 

dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen 

pembangun/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini.
11

 Maka dengan begitu 

khalifah atau pemerintah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa 

yang telah Allah SWT berikan di muka bumi ini guna kepentingan Pemerintah 

sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang 

ada. 

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan 

asli daerah setelah Pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan 

suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh 

daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin 

banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, 

demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat 

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan 

                                                             
10

 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 275 
11

 Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2007), h. 123 
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salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau 

lebih sering dikenal dengan retribusi pasar. 

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai 

pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, pemerintah telah 

melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi 

daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam 

Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor 101 Tahun 2011. 

Adapun tata cara pemungutan retribusi seperti yang telah diatur dalam 

Peraturan Walikota  Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yaitu:
12

 

1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.  

2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.  

3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

Dalam pelaksanaan pemugutan retribusi pasar juga terdapat sanksi 

administrasi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar 

Lampung  Nomor 101 Tahun 2011 bahwa Wajib Retribusi tidak membayar 

tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi 

                                                             
12

 Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar 
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yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
13

 

Tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di setiap pasar di Kota 

Bandar Lampung berdasarkan hasil wawacara dengan Kepala Bina Pasar Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung Bapak Edwar bahwa “Dinas Perdagangan 

mengeluarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain 

yang dipersamakan, untuk pelaksanaan retribusi pasar, dari masing-masing 

pasar telah ditunjuk 1 kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT pasar yang 

bertugas mengelola pasar dan dimasing-masing pasar memiliki 3-5 petugas 

pemungut retribusi atau kolektor. Pertama yaitu pihak UPT melakukan 

pengoperan karcis ke dinas perdagangan, lalu karcis didistribusikan kepetugas 

pemungut retribusi pasar yang selanjutnya digunakan untuk penagihan retribusi 

pasar ke pedagang, lalu petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil 

pemungutan retribusi pasar kepada UPT Pasar, lalu kepala UPT masing-masing 

pasar menyetorkan ke Dinas Perdagangan”.
14

 Pengawasan langsung dalam 

pemungutan retribusi juga turut dilakukan oleh kepala UPT pasar yaitu dengan 

pengecekan hasil penerimaan retribusi pasar.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi pasar. Dengan demikian 

perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun 

masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan 

pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat 

                                                             
13

 Ibid. 
14

Bapak Edwar, Wawancara Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung, 19 Mei 2018, Pukul 10.15 WIB. 



9 

 

 

 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Sebagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari fungsi 

manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utama manajemen, 

yang manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pelaksanaan), dan 

controlling (pengawasan).
15

 Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni 

agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. maka perlu 

ditunjang dengan manajemen a4tau pengelolaan secara optimal, karena 

manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan. 

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat Khulafa‟ al-Rasyidun, 

dinasti Umayah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah menggunakan 

manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran 

manajemen Islam yang bersumber dari nash  Al-Qur‟an dan petunjuk 

Rasulullah dalam hadis.
16

 

Sumber penerimaan Kota Bandar Lampung yang lebih memungkinkan 

untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar 

memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah karena pasar 

merupakan kegiatan yang berkelanjutan terus-menerus setiap harinya. Di Kota 

Bandar Lampung terdapat 31 pasar tradisional yang dikelola Pemerintah dan 

31 pasar tradisional tersebut mempunyai peran penting dalam penerimaan 

                                                             
15

 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi,  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  h. 96 
16

 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19 
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daerah dari retribusi pasar diantaranya yaitu: Pasar Bawah, Pasar Tugu, Pasar 

Way Halim, Pasar Baru/Smep, Pasar Pasir Gintung, Pasar Tamin, Pasar 

Gudang Lelang, Pasar Cimeng, Pasar Ambon, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, 

Pasar Tani, Pasar Terminal Kemiling, Pasar Bambu Kuning, Pasar Waykandis, 

Pasar Rajabasa, Pasar Korpri, Pasar Untung, Pasar Koga, Pasar Perum Batara 

Unila, Pasar Tempel Way Halim, Pasar Labuhan Dalam, Pasar Tempel 

Imanuel, Pasar Tempel Gotong Royong, Pasar Tempel Besi Tua, Pasar Tempel 

Terminal Rajabasa, Pasar Tempel Way Dadi, Pasar Tempel Way Kandis, Pasar 

Tempel Pulau Damar, Pasar Tempel Stasiun, dan Pasar Tempel Cahaya. 

Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu 

jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan 

penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi 

Pasar di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat 

dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2013-2017 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung  

Tahun 2013-2017 

 
 

Sumber: Dokumenasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah 

 

NO TAHUN TARGET REALISASI % 

1 2013 Rp 2.500.000.000 Rp 1.620.700.000 64,83% 

2 2014 Rp 2.000.000.000 Rp 1.732.852.000 86,64% 

3 2015 Rp 2.500.000.000 Rp 1.779.964.000 71,20% 

4 2016 Rp 2.500.000.000 Rp 1.884.845.000 75,39% 

5 2017 Rp 2.500.000.000 Rp 1.783.527.000 71,34% 
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Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar  

dari Tahun 2013-2017 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung, menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi pasar meskipun tiap 

tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target. data di atas 

merupakan target dan realisasi retribusi pasar dari 10 pasar di Bandar Lampung 

yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. 

Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan 

tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan 

begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi 

yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap 

pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang 

diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi pasar ini yaitu, 

masih banyak kendala dalam kegitan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga 

dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap 

peningkatan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah antara 

lain adalah dari sektor retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya suatu 

komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai 

wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen Retribusi 

pelayanan pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.  
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Dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik, 

karena manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama 

(organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama.
17

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang diberi judul PENGELOLAAN RETRIBUSI 

PASAR GUNA MENINGKATKAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota 

Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi serta dalam alasan 

pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan  retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pengelolaan retribusi pasar 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli 

daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. 

                                                             
17

 Hani T. Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 32 
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b. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi Islam. 

 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis 

terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

penulis terutama mengenai pengelolaan retribusi pasar guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif Ekonomi Islam. 

b. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi bagi Pemerintah 

Daerah agar mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan 

retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

c. Kegunaan Teoritis, bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat 

digunakan sebagai  referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis 

dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang 

pengelolaan  retribusi pasar untuk  meningkatkan pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jurnal Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Analisis Efisiensi dan 

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa 

tingkat efektivitas dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan keadaan yang 

fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002 – 2006, 
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didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitsas pemungutan retribusi 

pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat 

efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah 

sangat efektif.
18

 

Persamaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai retribusi 

pasar, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan 

tingkat efesiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di 

pemerintah daerah. 

2. Skripsi  Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas 

sudah menerapkan nilai-nilai Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat 

dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian 

hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek 

keadilan. Adapun dalam peningkatan pelayannnya, pasar menggunakan 

dana anggaran tahunan yang diajukan dari pengelola pasar kepada 

pemerintah daerah.
19

  

Persamaannya sama-sama membahas tentang retribusi pasar, 

sedangkan perbedaannya skripsi ini memfokuskan pengelolaan retribusi 

                                                             
18

 Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Asnalisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan 

Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”Jurnal Infestasi, Vol. 3 N0.2, 2007. 
19

 Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”, Skripsi, IAIN 

Purwokerto, 2015. 
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pasar dalam meningkatkan pelayanan publik yang dirasakan langsung 

oleh pedagang dan pengunjung Pasar Segamas. 

3. Skripsi Noviati Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi 

Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 

Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh 

pendapatan yang lain Sedangkan secara parsial, besarnya pengaruh 

Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo 

sebesar 82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan olehpendapatan lain dan 

juga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64,4% sedangkan 

35,6% dijelaskan oleh pendapatan yang lain.
20

  

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas retribusi pasar, 

sedangkan perbedaannya penelitian ini juga membahas retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan dan memfokuskan penelitiannya di 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. 

4. Skripsi Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan 

di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan 

Kecamatan Tamalanrea”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                             
20

 Noviati Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2010. 
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manajemen retribusi persampahan di Kota Makassar dilihat pada 

perencanaan pihak Dinas tidak memiliki dasar penentuan target yang 

valid, dari segi pendataan retribusi pihak Dinas tidak melakukan 

pendataan langsung kelapangan, dan dari segi sosialisasi pihak Dinas 

belum melakukan sosialisasi yang merata sehingga banyak warga yang 

belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi sampah. 

Pengorganisasian jumlah kolektor yang bertugas untuk memungut 

retribusi masih kurang dimana untuk 14 Kecamatan hanya 26 yang 

bertugas. Pelaksanaan pihak Dinas belum pernah melakukan pemberian 

reward kepada kolektor yang melakukan penagihan retribusi. Adanya 

kolektor yang melakukan pelanggaran tentang besaran tarif di lapangan 

dan hanya menagih di jalan poros saja. Dan dari segi Pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak Dinas sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi.
21

 

Persamaan penelitian ini yaitu memfokuskan ke manajaemen 

retribusi yang dilakukan agar meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Perbedaan penelitian ini yaitu pada jenis retribusi, yaitu antara retribusi 

persampahan dan retribusi pasar. 
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 Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: 

Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea”, Skripsi, Universitas 

Hasanuddin, 2015. 
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G. Kerangka Berfikir 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat Khulafa‟ al-

Rasyidun, dinasti Umayah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah 

menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada 

pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash al-Qur‟an dan 

petunjuk Rasulullah dalam hadis.
22

 

 

                                                             
22

 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Op.Cit., h. 19 
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Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang salah 

satunya dikemukakan oleh George R.Terry, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaaan, dan pengawasan, yang memberikan 

gambaran kepada penulis untuk membuat kerangka pikir yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar  dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

H. Metode Penelitian 

        Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodolagi ialah suatu 

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi 

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.
23

 Maka metode yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
24

 

Mengingat penelitian ini turun lapangan maka dalam mengumpulkan 

data-data mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan 
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 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 
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permasalahan tersebut, yaitu Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung. 

 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
25

 Bentuk penelitian ini yang 

akan digunakan peneliti karena untuk mengtahui bagaimana 

pengelolaan pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan 

asli daerah ditinjau dari persepektif ekonomi Islam. 

3. Sumber data 

Untuk menjawab masalah di dalam penelitian ini maka peneliti     

menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata 

yang diucapkan secar lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan 

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek 
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penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang 

diteliti.
26

 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal 

dari wawancara dari informan yang berkaitan dengan pengelolaan 

retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota 

Bandar Lampung. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengelolanya.
27

 Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh peneliti dari kantor Dinas Perdagangan Kota 

Bandar Lampung, buku-buku, jurnal, artikel, data monografi Dinas 

Perdagangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dlakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
28

 Dengan adanya metode ini maka akan mendapatkan data 

secara riil berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang telah 

dilakukan. Dalam observasi penelitian ini melakukan penelitian 
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langsung pada objek yang akan di teliti yaitu pada Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung. 

b. Metode Interview (wawancara) merupakan proses tanya-jawab 

dalam peneliti yang berlangsung serta lisan dalam mana dua orang 

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.
29

 Tipe yang digunakan adalah 

tipe wawancara bebas dengan menggunakan pertanyaan yang telah 

dibuat sebelumnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang 

akurat. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Bina 

Pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, UPT Pasar, 

Petugas pemungut retribusi pasar dan pedagang pasar. 

c. Metode Dokumentasi merupakan data yang melalui data yang 

tersedia yaitu biasanya data dari balai desa,berbentuk surat, catatan 

harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk 

file di surve dan flashdisk serta data yang tersimpan di website.
30

 

Dokumentasi dalam Penelitian ini yaitu dokumen mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian, target dan realisasi retribusi 

pasar, foto yang berkaitan dengan keberlangsungan penelitian 

mengenai pengelolaan retribusi pasar. 
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematif data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lainnya, sehingga mudah  dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
31

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saatb 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap kredibel. 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya 

penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif 

yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum. Peristiwa-peristiwa konkrit, 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
32

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan 

pendekatan kepada variabel yang teliti sesuai dengan kondisi yang diteliti 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
33

 Yaitu dengan cara memaparkan 
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33
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informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Dinas Perdagangan 

yang berkaitan dengan pengelolaan pemungutan retribusi pasar dengan 

pendapatan asli daerah. 

Dalam proses analisis data ada beberapa pokok yang harus 

dilakukan terlebih dahulu yaitu: 

a. Reduksi Data 

Merduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data.
34

 

Data yang diperoleh merupakan data terkait pengelolaan 

pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah Kota Bandar Lampung, kemudian disederhanakan dan 

disajikan dengan memilih data yang relevan, kemudian menitik 

beratkan pada data yang paling relevan, selanjutnya mengarah pada 

pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kulitatif penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, uraian singkat, bagan, hubungan anatar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah difahami.
35

 

 

c. Penarik kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel, seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah daalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.
36
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dalam Islam 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen 

secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan 

biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk 

mencapai tujuan.
37

 

Dalam Al-Qur`an, istilah manajemen merujuk pada kata yudabbiru, 

yang berarti mengatur, mengelola, merekayasa, melaksanakan, mengurus 

dengan baik. Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata yudabbiru, 

yakni at-tadbîr, mempunyai definisi yang sama dengan hakikat 

manajemen, yaitu pengaturan.
38

 Di antara ayat yang memuat kata 

yudabbiru terdapat dalam Al-Qur‟an surat Yunus Ayat 3: 

َٰٖ ػَهَٗ ٱنۡؼَشۡطِِۖ ٚذَُثِّ  َٕ ٱلۡۡسَۡضَ فِٙ صِزَّخِ أََّٚبوٖ ثىَُّ ٱصۡزَ َٔ دِ  ََٰٕ ًََٰ ُ ٱنَّزِ٘ خَهقََ ٱنضَّ ٌَّ سَثَّكُىُ ٱللََّّ شُ إِ

  ٌَ شُٔ ُ سَثُّكُىۡ فٱَػۡجذُُُِٔۚ أفَلَََ رزََكَّ نِكُىُ ٱللََّّ
ِّۚۦ رََٰ ٍۢ ثؼَۡذِ إِرَِۡ  َش:ٕٚ]  ٖٱلۡۡيَۡشَِۖ يَب يٍِ عَفِٛغٍ إلََِّ يِ

٣ ] 

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan 

langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 

'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan 

memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian 
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itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak 

mengambil pelajaran?”. 

 

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika 

dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang 

rapi, akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan secara 

individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik. Organisasi apa 

pun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.
39

 

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. 

Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Jika 

setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan 

niali tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena 

menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah SWT 

yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk. 

Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zalzalah: 7-8,
40

 

ًٍَ شٗا ٚشََُِ  فَ ۡٛ حٍ خَ مۡ يِثۡقبَلَ رَسَّ ًَ ا ٚشََُِ  ٧ ۥٚؼَۡ حٖ عَشّٗ مۡ يِثۡقبَلَ رَسَّ ًَ يٍَ ٚؼَۡ  ]٨-٧,الـزلزلة [ ٨ ۥَٔ

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula.” 

 

Mengelola berasal dari kata “mengelola” yang dapat diartikan dalam 

bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang 
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lebih dikenal dengan istilah manajemen.
41

 Pengelolaan sama dengan 

prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi. 

2. Dasar Hukum Pengelolaan 

        Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen memiliki dasar hukum 

dalam Islam, sesuai firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan 

adanya dalam surat Al-A‟raf ayat 10: 

نقَذَۡ  كُىۡ فِٙ  َٔ
ََُّٰ ٛظَِِۗ  ٱلۡۡسَۡضِ يَكَّ جَؼَهُۡبَ نكَُىۡ فِٛٓبَ يَؼََٰ َٔ  ٌَ ب رغَۡكُشُٔ  [٠١:]الۡػشاف ٓٔقهَِٛلَٗ يَّ

Artinya : “ Sesungguhnya Kami telah menepatkan kamu sekalian  dimuka 

bumi dan Kami adakan bagimu bumi (sumber) penghidupan, Amat sedikit 

kamu bersyukur”.
42

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan 

gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada 

henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar 

yang mana dalam hal ini akan mempengaruh kesejahteraan manusia itu 

sendiri. 

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi 

pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk 

memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. 

Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia 
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diberi gelar khalifah fil ardhi. Oleh karena, tidak ada alasan untuk 

melarikan diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau 

organisasi di bidang bisnis dan politik.
43

 

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis di atas secara tidak 

langsung berarti menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan 

segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu 

secara sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara 

maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, 

teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat 

ini. Intinya, seorang muslim jika mengerjakan sesuatu, harus 

mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis. 

 

3. Fungsi Pengelolaan 

Adapun fungsi pengelolaan dalam Islam yaitu: 

a. Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah 

pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan 

pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, 

perencanaan merupakan sebuah keniscahyaan, sebuah keharusan  

disamping sebagai sebuah kebutuhan.
44
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Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan 

yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Perhatikan firman 

Allah dalam Al-Qur‟an surat Shaad ayat 27: 

ب ثََٰ  ًَ َُُٓ ۡٛ يَب ثَ َٔ ٱلۡۡسَۡضَ  َٔ بءَٓ  ًَ يَب خَهقَُۡبَ ٱنضَّ َٔ ٍَ مٞ نِّهَّزِٚ ۡٚ َٕ  فَ
ۚ
ٍَ كَفشَُٔاْ ٍُّ ٱنَّزِٚ نكَِ ظَ طِلَٗۚ رََٰ

ٍَ ٱنَُّبسِ   [٧٢]ػ:٧ٕكَفشَُٔاْ يِ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan 

orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka 

akan masuk neraka.”  

 

Makna batil pada ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan 

perencanaaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan 

kegunaan Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatu pun 

yang tidak direncanakan.
45

 Beberapa ciri-ciri perencanaan yang baik 

adalah sebagai berikut:
46

 

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang betul-betul memahami 

tugas organisasi. 

3. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami 

teknik perencanaan. 

4. Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian yang teliti. 

5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran. 

6. Rencaana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan. 

                                                             
45

 Ibid. 
46

 Ahmad Yani, Op.Cit., h. 114-115 



30 

 

 

 

7. Rencana harus luwes. 

8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko. 

9. Rencana harus bersifat praktis. 

10. Rencana harus bersifat forecasting (perkitraan masa depan. 

b. Pengorganisasian 

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini 

dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4 

شۡصُٕػٞ   ٍٞ يَّ ََٰٛ ُۡ ىُ ثُ ب كَأَََّٓ ٌَ فِٙ صَجِٛهِۦِّ صَفّٗ زهُِٕ ٍَ ٚقََُٰ َ ٚحُِتُّ ٱنَّزِٚ ٌَّ ٱللََّّ  [٤ ] انـصّـف: ٗإِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh.” 

 

Adapun ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu: 

 الحق بلا نضا م يغلبو البا طل بنظام

Artinya: “Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, 

bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih teroganisir dengan rapi.” 

 

Berdasarkan perkataan Ali di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan 

suatu kebenaran yang tidak terorganisir.  

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, 

melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan 

dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan 
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mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu ada pimpinan dan 

bawahan.
47

 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana 

siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan 

asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada 

untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target 

yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan 

pendapatan asli daerah tersebut.
48

 Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur‟an surat At-Taubah ayat 105: 

تِ  ۡٛ هِىِ ٱنۡغَ َٰٗ ػََٰ ٌَ إِنَ ٔ صَزشَُدُّ َٔ  ٌَِۖ ؤۡيُُِٕ ًُ ٱنۡ َٔ سَصُٕنُُّۥ  َٔ هكَُىۡ  ًَ ُ ػَ هُٕاْ فضََٛشََٖ ٱللََّّ ًَ قمُِ ٱػۡ َٔ

  ٌَ هُٕ ًَ ب كُُزىُۡ رؼَۡ ًَ ذَحِ فَُُٛجَِّئكُُى ثِ ََٰٓ ٱنغَّ [٠١٥ انزٕثخ:]  َ٘ٓٔٔ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”  
 

 

d. Pengawasan 

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan 

yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. 
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Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak 

terbagi menjadi dua hal. 

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari 

tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa 

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. 

Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia 

yakin Allah yang ketiga.
49

 

َٕ أنَىَۡ  ثخٍَ إلََِّ ُْ َٰٖ ثهَََٰ َٕ ٌُ يٍِ ََّجۡ يَب فِٙ ٱلۡۡسَۡضِِۖ يَب ٚكَُٕ َٔ دِ  ََٰٕ ًََٰ َ ٚؼَۡهىَُ يَب فِٙ ٱنضَّ ٌَّ ٱللََّّ رشََ أَ

ٍَ يَ  ۡٚ َٕ يَؼَٓىُۡ أَ لََٓ أكَۡثشََ إلََِّ ُْ َٔ نكَِ  َٰٗ يٍِ رََٰ لََٓ أدَََۡ َٔ َٕ صَبدِصُٓىُۡ  ضَخٍ إلََِّ ُْ ًۡ لََ خَ َٔ ب سَاثِؼُٓىُۡ 

 
ِۖ
ءٍ ػَهِٛىٌ  كَبَُٕاْ ۡٙ َ ثِكُمِّ عَ ٌَّ ٱللََّّ خِۚ إِ ًَ وَ ٱنۡقََِٰٛ ٕۡ هُٕاْ َٚ ًِ ب ػَ ًَ  [٢ ]انـًجبدنـخ: ٧ثىَُّ ُُٚجَِّئُٓىُ ثِ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada 

(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan 

tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka 

berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.”  
 

Ini adalah kontrol yang paling efektif yang berasal dari dalam diri 

sendiri. Ada sebuah hadits yang menyatakan,  

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem 

pengawasan tersebut juga dilakuakan dari luar diri sendiri. Sistem 

pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin 

yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, 
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kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-

lain.
50

 

Pengawasan yang baik dan berkualitas harus mempunyai prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan 

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan pribadi. 

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut 

peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan 

dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan. 

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan 

tepat. 

6. Pengawasan harus bersifat kontinyu. 

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap 

perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan 

kebijakan.
51

 

 

4. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada 

seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu 

organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat 
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menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna 

mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua 

organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha 

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di bawah ini beberapa 

tujuan pengelolaan: 

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan 

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yaitu efisien 

dan efektivitas.
52

 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam 

pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah 

pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: 

a. Menentukan strategi 

b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab. 

c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan 

waktu. 

d. Menentukan pengoperasian tugas dan rencana. 

e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi. 

f. Menentukan ukuran untuk menilai.  

g. Mengadakan penilaian. 

h. Mengadakan review secala berkala. 

i. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.
53

 

 

 

5. Retribusi Pasar 
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Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan 

pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi 

pasar umum dan pasar hewan.
54

 

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah disyaratkan menjelaskan 

barang yang disewakan, baik itu berupa tanaman, tumbuhan atau bangunan. 

Jika yang dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis 

apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan 

mengijinkan ditanami apa saja yang dia kehendaki. Ijarah baik dalam bentuk 

sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan 

muamalah yang telah disyari‟atkan dalam Islam. Hukum asalanya adalah 

boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam 

Adapun mengenai Retribusi dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-

Qur‟an surat At-Taubah ayat 29: 

سَصُٕنُُّ  َٔ  ُ وَ ٱللََّّ ٌَ يَب حَشَّ يُٕ لََ ٚحَُشِّ َٔ وِ ٱلۡۡٓخِشِ  ٕۡ لََ ثٱِنَۡٛ َٔ  ِ ٌَ ثٱِللََّّ ٍَ لََ ٚؤُۡيُُِٕ زهُِٕاْ ٱنَّزِٚ لََ قََٰ َٔ ۥ 

  ٌَ غِشُٔ ْىُۡ صََٰ َٔ َٰٗ ٚؼُۡطُٕاْ ٱنۡجِزۡٚخََ ػٍَ ٚذَٖ  تَ حَزَّ ٍَ أُٔرُٕاْ ٱنۡكِزََٰ ٍَ ٱنَّزِٚ ٍَ ٱنۡحَقِّ يِ ٌَ دِٚ  ٩ٕٚذَُُِٕٚ

 [٩٩  انزٕثخ: ]
   

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk”.  
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 Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh 

pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai perimbangan 

jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.
55

 

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah diisyaratkan menjelaskan 

barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan dan 

bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus 

dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang 

menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-

syarat ini tidak dipenuhi maka Ijarah dinyatakan Fasid (tidak sah). Ijarah 

baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah 

itu merupakan muammalah yang telah disyari‟atkan dalam Islam. Hukum 

asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang 

ditetapkan Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat 

dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

شَحً ػٍَ رشََ  ٌَ رجََِٰ ٓ أٌَ ركَُٕ طِمِ إلََِّ ُكَُى ثٱِنۡجََٰ ۡٛ نكَُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ ٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ أَُّٓٚٓبَ ٱنَّزِٚ لََ ََٰٚ َٔ ُكُىۡۚ  اضٖ يِّ

ب   ًٗ ٌَ ثكُِىۡ سَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ اْ أََفضَُكُىۡۚ إِ ٕٓ  [٩٩  ] انُضبء: ٩ٕرقَۡزهُُ

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-Ijarah baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam 

transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut: 
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a. Syarat bagi kedua orang yang berakad , adalah telah baligh dan berakal, 

(Mazhab Syafi‟i dan Hambali) 

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakanm kerelaannya 

untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara 

keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. 

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tida terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak 

jelas, maka akad itu tidak sah. 

d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung 

dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan 

bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, 

dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

e. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan syara‟ 

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 

g. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan , seperti rumah, 

mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain. 

h. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.
56

 

 

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun Al-Ijarah hanya 

satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap 

sewa-menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun Al-

Ijarah ada empat: 

a. Orang yang berakal 

b. Sewa/imbalan 

c. Manfaat 

d. Sighat (ijab dan qabul)
57

 

 

6. Pendapatan Asli Daerah 

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan 

kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan 
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Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya 

kepentingan sosial.
58

 

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah 

merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang 

kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.
59

 

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk 

melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap 

masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor 

publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman 

Rasulullah SAW, sebagai berikut: 

 

a. Zakat 

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan 

kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai 

kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada 

periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar 

pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah 

masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan 

kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, 

pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan 
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menugaskan amil atau petugas pemungut.
60

 Seperti yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah ayat 43: 

 ًُ أقَِٛ َٔ  ٍَ كِؼِٛ ٱسۡكَؼُٕاْ يَغَ ٱنشََّٰ َٔ حَ  َٰٕ كَ ءَارُٕاْ ٱنزَّ َٔ حَ  َٰٕ هَ [٤ ٣] انجقشح: ٖٕٗاْ ٱنصَّ


Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'.” 

  

b. Kharraj 

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman 

Rasulullah SAW, adalah kharraj. Kharraj adalah pajak terhadap tanah, 

atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharraj 

adalah bahwa Kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari 

tanah (Land Productivity) bukan berdasarkan Zoning. Hal ini berarti 

bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di 

satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka 

mereka harus membayar jumlah Kharraj yang berbeda.
61

 Seperti yang 

telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 

267 : 

لََ  َٔ ٍَ ٱلۡۡسَۡضِِۖ  بٓ أخَۡشَجُۡبَ نكَُى يِّ ًَّ يِ َٔ ذِ يَب كَضَجۡزىُۡ  اْ أََفقُِٕاْ يٍِ طَِّٛجََٰ ٕٓ ٍَ ءَايَُُ أَُّٓٚٓبَ ٱنَّزِٚ ََٰٚ 

ٕاْ ٱنۡخَجِٛثَ يُِۡ  ًُ ًَّ نضَۡزىُ ةِ رََٛ َٔ  ٌَ َ ُّ رُُفِقُٕ ٌَّ ٱللََّّ اْ أَ ٕٓ ًُ ٱػۡهَ َٔ  ِّۚ ضُٕاْ فِٛ ًِ ٓ أٌَ رغُۡ ِّ إلََِّ اخِزِٚ َٔ  ٔ
ٛذٌ   ًِ ٌّٙ حَ  [  ٩٦٧ ] انجقشح:٧ٕٙغَُِ

    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 
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janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 
 

b. Khums 

Para ulama Syi‟i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa 

pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni 

beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang 

saja. Imam Abu Ubaid dalam Adi menyatakan bahwa yang dimaksud 

Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan 

barang tambang.
62

 Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1: 

َٔ ٚشَۡ   ِ ٍِ ٱلََۡۡفبَلِِۖ قمُِ ٱلََۡۡفبَلُ لِلََّّ نَُٕكََ ػَ َٔ ُِكُىِۡۖ ٔ  ۡٛ أصَۡهحُِٕاْ رَادَ ثَ َٔ  َ صُٕلِِۖ فٱَرَّقُٕاْ ٱللََّّ ٱنشَّ

  ٍَ ؤۡيُِِٛ سَصُٕنَُّٓۥ إٌِ كُُزىُ يُّ َٔ  َ أطَِٛؼُٕاْ ٱللََّّ  [٠] الَۡفبل:  َٔٔ
 

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 

rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan 

Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 

perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". 
 

d. Jizyah 

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim 

sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan 

lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara 

Islam. Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim 

tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan 
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jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan 

dalam Kitab Suci Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat At-

Taubah ayat 29: 

لََ ٚحَُ  َٔ وِ ٱلۡۡٓخِشِ  ٕۡ لََ ثٱِنَۡٛ َٔ  ِ ٌَ ثٱِللََّّ ٍَ لََ ٚؤُۡيُُِٕ زهُِٕاْ ٱنَّزِٚ سَصُٕنُُّۥ قََٰ َٔ  ُ وَ ٱللََّّ ٌَ يَب حَشَّ يُٕ شِّ

ْىُۡ  َٔ َٰٗ ٚؼُۡطُٕاْ ٱنۡجِزۡٚخََ ػٍَ ٚذَٖ  تَ حَزَّ ٍَ أُٔرُٕاْ ٱنۡكِزََٰ ٍَ ٱنَّزِٚ ٍَ ٱنۡحَقِّ يِ ٌَ دِٚ لََ ٚذَُُِٕٚ َٔ
  ٌَ غِشُٔ  [٩٩  ] انزٕثخ:٩ٕصََٰ

 
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk”. 

 

e. Ghanimah 

Menurut Sa‟id Hawwa, ghanimah adalahharta yang diperoleh kaum 

muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan 

mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan 

rasa taut dalam hati kaum musyrikin. 

Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam 

periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam Q.S Al-

Anfal [8]: 41, yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan 

Ramadhan tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said 

bin Zubair dari Ibnu Abbas, dimana pada saat itu para sahabat berselisih 

tentang pembagian ghanimah.
63
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 َٰٗ ًَ
ٱنۡٛزَََٰ َٔ  َٰٗ نِزِ٘ ٱنۡقشُۡثَ َٔ صُٕلِ  نهِشَّ َٔ ضَُّۥ  ًُ ِ خُ ٌَّ لِلََّّ َ ءٖ فأَ ۡٙ ٍ عَ زىُ يِّ ًۡ ب غَُِ ًَ اْ أَََّ ٕٓ ًُ ٱػۡهَ َٔ ۞

 ٕۡ َٚ ٌِ وَ ٱنۡفشُۡقبَ ٕۡ َٰٗ ػَجۡذَِبَ َٚ يَبٓ أََزَنُۡبَ ػَهَ َٔ  ِ جِٛمِ إٌِ كُُزىُۡ ءَايَُزىُ ثٱِللََّّ ٍِ ٱنضَّ ٱثۡ َٔ  ٍِ كِٛ ضََٰ ًَ ٱنۡ وَ َٔ

ءٖ قذَِٚشٌ  ٱنۡزقََ  ۡٙ َٰٗ كُمِّ عَ ُ ػَهَ ٱللََّّ َٔ  ٌِِۗ ؼَب ًۡ  [٤٠ ] الَۡفبل:ٔٗٗ ٱنۡجَ
Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di 

hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.”  

 

f. Ushr 

Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh („Ushr) memiliki dua arti. 

Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air 

hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan 

didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh 

diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam 

dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud dengan „ushr 

sebagai sedekah adalah pengertian pertama. Muhammad Sharif 

Chaundry dalam bukunya Fundamentals of Islamic Economic  System 

mengatakan:
64

 

„Ushr berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil 

pertanian. „Ushr sering digunakan dalam pengertian sedekah dan 

zakat, sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan „ushr di dalam 

fiqh. Istilah „ushr tidak ditemukan di dalam Al-Qur‟an, tetapi dua 

ayat (QS Al-Baqarah [2]: 267 dan QS, Al-An‟am[6]: 141) diambil 

sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman 

Allah SWT: 

 

ٍَ ٱلۡۡسَۡضِِۖ  بٓ أخَۡشَجُۡبَ نكَُى يِّ ًَّ يِ َٔ ذِ يَب كَضَجۡزىُۡ  اْ أََفقُِٕاْ يٍِ طَِّٛجََٰ ٕٓ ٍَ ءَايَُُ أَُّٓٚٓبَ ٱنَّزِٚ ََٰٚ

ٕ ًُ ًَّ لََ رََٛ نضَۡزىُ ةِ َٔ َٔ  ٌَ ُّ رُُفِقُٕ ُۡ اْ اْ ٱنۡخَجِٛثَ يِ ٕٓ ًُ ٱػۡهَ َٔ  ِّۚ ضُٕاْ فِٛ ًِ ٓ أٌَ رغُۡ ِّ إلََِّ اخِزِٚ َٔ  ٔ
ٛذٌ   ًِ ٌّٙ حَ َ غَُِ ٌَّ ٱللََّّ  [ ٩٦٧ ] انجقشح: ٧ٕٙأَ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.  

 

سۡعَ يُخۡزهَفِبً  ٱنزَّ َٔ ٱنَُّخۡمَ  َٔ ذٖ  شَ يَؼۡشُٔعََٰ ۡٛ غَ َٔ ذٖ  ؼۡشُٔعََٰ ذٖ يَّ
٘ٓ أََغَأَ جَََُّٰ َٕ ٱنَّزِ ُْ َٔ ۞

ءَارُٕاْ  َٔ شَ  ًَ ِِٓۦ إِرَآ أثَۡ شِ ًَ ۚ كُهُٕاْ يٍِ ثَ ّٖ جِ
شَ يُزغَََٰ ۡٛ غَ َٔ ب  ٗٓ جِ

ٌَ يُزغَََٰ ب يَّ ٱنشُّ َٔ  ٌَ زُٕ ۡٚ ٱنزَّ َٔ أكُُهُُّۥ 

ِِِۦۖ  وَ حَصَبدِ ٕۡ ُۥ َٚ ٍَ   حَقَّّ ضۡشِفِٛ ًُ ُۥ لََ ٚحُِتُّ ٱنۡ  إََِّّ
ۚ
اْ ٕٓ لََ رضُۡشِفُ  [٠٤٠ ] الَۡؼبو: َٔٗٔٔ

 
Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-

tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang 

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah 

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”  

 

B. Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Secara Umum 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. 

Pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk 

pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.
65

  

Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan 

seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan 

pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga 

faktor yang terlibat: 
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a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia 

maupun faktor-faktor produksi lainnya. 

b. Proses yang betahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.
66

 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan 

prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek atau fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 

Menurut George R. Terry ada 4 fungsi utama manajemen, yang 

manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pelaksanaan), 

dan controlling (pengendalian).
67

 Adapun penjelasan dari 4 fungsi 

manajemen tersebut: 

1) Perencanaan (Planning) 

Planning berasal dari kata plan, artinya rencana, rancangan, maksud, 

dan niat. Planning berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses 

kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan 

adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang 

di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan 
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tujuan, kebijakan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang 

akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.
68

 

Suatu perencanaan adalah aktivitas integratif yang berusaha 

memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai 

suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan 

definisi tersebut, perncanaan minimum memiliki 3 karateristik berikut:
69

 

a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. 

b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu 

serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh 

perencanaan. 

c) Masa yang akan datang, tindakan dan indentifikasi pribadi, serta 

organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap 

perencanaan. 

 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Organisasi berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintergrasikan sedemikian rupa, 

sehingga hubugannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, 

bagan yang menunjukan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, 

hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.
70
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Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses 

menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan 

menyatupadukan tugas-tugas serta fungsinya dalam organisasi.
71

       

Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling 

berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. 

Suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling 

berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah: 

a) Sekelompok orang 

b) Interaksi dan kerja sama, serta 

c) Tujuan bersama. 

Salah satu ciri utama dari suatu organisasi adalah adanya 

sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, 

peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-

masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung 

jawab.
72

 

3) Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Actuating, 

dimana kata ini berasal dari actuare bahasa Latin. Istilah actuating secara 

harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan membuat orang-orang 

bergerak untuk melakukan aktifivas-aktifitvas. Actuating ini merupakan 

fungsi yang penting, karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan 
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manusia sebagai objek langsungnya. Actuating adalah tindakan-tindakan 

menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian 

pergerakan menghendaki kemampuan menggerakkan tenaga, 

membangkitkan antusiasme ke arah tujuan yang ingin dicapai.
73

 

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana 

siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan 

asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada 

untuk merealisasikan rencana tersebut.
74

 

 

4) Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah 

kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana 

(planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari 

organisasi, Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan 

pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-

hal yang bersifat negatif.
75

 Proses pengawasan biasanya terdiri paling 

sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari; 

penetapan standar pelaksana, penentuan pengukuran kegiatan, 

pengukuran pelaksana kegiatan nyata, perbandingan pelaksana kegiatan 
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dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 

yang terakhir pengembalian tindakan koreksi bila perlu.
76

 

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 

Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 

manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi 

ini merupakan hal yang saling mengisi karena: 

1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan. 

2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, 

3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan 

baik. 

4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah 

Pengawasan atau penilaian dilakukan. 

 

2. Pengertian Retribusi Pasar 

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas 

dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk 

mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus 

dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-

hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari 

kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.
77
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Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh 

kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau 

jasa.
78

 Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan 

produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran 

yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. 

Retribusi Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 

peralatan, los yang dikelolan pemerintahan daerah, dan khusus disediakan 

untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), dan pihak swasta.
79

 

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan 

pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi 

pasar umum dan pasar hewan.
80

  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan 

retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan 

pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. 

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan 

dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang 

terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
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(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen 

lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu 

langganan. 

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala 

daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan 

piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah 

Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang 

masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara 

penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.
81

 

 

Retribusi Pasar memiliki subjek dan objek yaitu: 

 

a. Subjek Retribusi Pasar 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan 

fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha 

Milik Negara, firma, koperasi. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
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pasar/secara rutin maupun insidentil yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah.
82

 

 

b. Objek Retribusi Pasar 

Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 

tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah 

Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek 

retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau 

dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Berdasarkan 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6, 

objek retribusi pasar yaitu: 

1) Objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 

tradisonal/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola 

Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 

2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh 

BUMN, BUMD dan pihak swasta.
83

 

 

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
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menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

atas desentralisasi.
84

 

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah 

Yang Dipisahkan dan lain-lain.
85

 

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Aries Djaenuri adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
86

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan 

kemampuan daerah masing-masing.  

 

a. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
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dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
87

 

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan dearah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dearah 

Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditet 

apkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat.
88

 

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1) Pajak provinsi terdiri dari:
89

 

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan. 

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
90

 

a) Pajak Hotel; 

                                                             
87

 Ahmad Yani, 2002, Loc.Cit., h. 45 
88

 Ibid. 
89

 Ibid., h. 46 
90

 Ibid., h. 48 



54 

 

 

 

b) Pajak Restoran;  

c) Pajak Hiburan; 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Penerangan Jalan; 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 

g) Pajak Parkir. 

 

 

 

 

 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.
91

 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi 

Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah. 

2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada 

daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.  

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang 

disediakan Pemerintah Daerah.
92
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Banyak jenis retribusi daerah, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga macam sesuai objeknya.
93

 Tiga macam retribusi daerah yaitu: 

 

a. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai 

retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan 

yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan.  

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelksanaan desentralisasi 

c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 
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f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; 

dan. 

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Jenis retribusi jasa umum adalah:
94

 

a) Retribusi pelayanan kesehatan; 

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 

c) Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil;  

d) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

e) Retribusi pelayanan pasar; 

f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

g) Retribusi pelayanan air bersih; 

h) Retribusi pemeriksa alat pemadam kebakaran;  

i) Retribusi biaya cetak peta; 

j) Retribusi pengujian kapal perikanan; 

 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan 

oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum 

memadai, dan 

b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasi pemerintah daerah 

dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah 

seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.
95

 

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh 

swasta. Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha:  

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 

b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan; 

c) Retribusi pelayanan terminal;  

d) Retribusi tempat khusus parkir; 

e) Retribusi tempat penginapan; 

f) Retribusi rumah potong hewan; 

g) Retribusi pelayanan kepelabuhan;  

h) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 

i) Retribusi penyebrangan di air; 

j) Retribusi penjualan produksi usaha daerah; 

 

c. Retribusi Pelayanan Tertentu  
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Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongan 

sebagai retribusi pelayanan. Objek retribusi pelayanan tertentu adalah 

pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: 

a) Retribusi izin mendirikan bangunan; 

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 

c) Retribusi izin gangguan;  

d) Retribusi izin trayek dan 

e) Retribusi izin usaha perikanan;
 96

 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari 

pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka 

laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini 

mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada 

Perusahaan Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 
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Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas 

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok 

Usaha Masyarakat.
97

 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibeberapa daeraah, 

misalnya didapatkan dari sumber berikut: hasil penjualan barang milik 

daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas 

kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, 

denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah,
98

 pendapatan 

denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, 

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan atas hasil 

eksekusi atas jaminan. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

Sebelum terbentuknya Dinas, kewenangan pengelolaan pasar secara 

struktur dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar 

Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi 2 wilayah: 

a. Pasar wilayah Tanjung Karang  

b. Pasar wilayah Teluk Betung  

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1982 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 1982 
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tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. Sebelum 

terbentuknya Dinas Perdagangan, pengelolaan pasar berada dibawah Dinas 

Pendapatan Daerah dengan tugas pokok mengelola income pasar yang 

berupa salar pasar, yang pada saat itu Dinas Perdagangan terbagi dua unit 

yaitu Pasar Tanjung Karang dan Pasar Teluk Betung yang masing-masing 

dipimpin oleh Kepala Unit. 
99

 

Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung: 

a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 

Tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung.  

b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Pasar Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 21 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.  

c. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung.
100

 

 

2. Visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung  

a. Pernyataan Visi.  

Visi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah 

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pedagang 

dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar melalui Sistem 

Pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”.
101

 

Penjelasan Visi, Peningkatan Pelayanan dalam rangka pelayanan 

prima adalah Upaya Pemerintah Kota melalui kinerja Aparatur Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada 
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masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli 

dengan cepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut di atas 

diharapkan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal 

mungkin secara profesional maupun proporsional didukung keinginan 

seluruh SDM/Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan 

inovasi serta perubahan waktu.
102

 

 

b. Pernyataan Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi 

Walikota Bandar Lampung maka Misi Dinas Perdagangan  adalah:  

1) Meningkatkan Kualitas Aparatur Dinas Perdagangan (SDM), 

masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna 

pasar.  

2) Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, 

pengunjung dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan 

prasarana pasar.  

3) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

pengelolaan retribusi pasar.
103

 

Penjelasan Misi: Upaya dan langkah penyesuaian (adjusment) 

terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar 

persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki oleh Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang profesional guna 

terwujudnya Visi Misi tersebut adalah :  

1) Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual dibidang 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

2) Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam 

pelaksanaan tugas. 
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3) Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 

dibidang pengelolaan retribusi.
104

 

 

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar    

Lampung  

Dibawah ini dijelaskan tentang kedudukan, dan fungsi Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung: 

a. Kedudukan  

Dinas Perdagangan dalam kedudukannya merupakan unsur 

pelaksanan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah.
105

 

b. Tugas  

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 

Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metreologi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
106

 

c. Fungsi  

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:  

1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar.  

2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya.  

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.  
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4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
107

 

 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota 

Bandar Lampung yang menjadi kewenangan pengelolaan sebagian 

urusan pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya wilayah pasar 

terbagi menjadi: 

1) Wilayah UPTD Pasar Panjang  

2) Wilayah UPTD Pasar Cimeng  

3) Wilayah UPTD Pasar Kangkung dan Gudang Lelang  

4) Wilayah UPTD Pasar Tamin  

5) Wilayah UPTD Pasar Gintung  

6) Wilayah UPTD Pasar SMEP dan Baru  

7) Wilayah UPTD Pasar Bambu Kuning  

8) Wilayah UPTD Pasar Bawah  

9) Wilayah UPTD Pasar Tugu  

10) Wilayah UPTD Pasar Way Halim dan Way Kandis. 

4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

Di dalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi dengan tujuan 

untuk membagi pekerjaan degan melihat tugas dan fungsi masing-masing 

bagian. Sehubung dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Kota Bandar 

Lampung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT pasar) Kota Bandar Lampung, 

khususnya tentang Dinas Perdagangan maka guna kelancaran 

penyelenggaraan tugas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan uraian tugas. 

Dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam 

uraian setian pegawai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung harus 
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melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Adapun penjelasan 

tugasnya yaitu sebagai berikut: 

a. Kepala dinas mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penjabaran uraian tugas Kepala Dinas 

Perdagangan adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai 

dengan Program Pembangunan Daerah. 

2) Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 

pemerataan tugas. 

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 

pelaksanaan tugas. 

4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi 

penyimpangan. 

5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 

hambatan serta meberikan jalan keluarnya. 

6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan 

kinerja. 

7) Merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan 

pembinaan kepada urusan bina program, pendapatan pasar, 

kebersihan dan pemeliharaan pasar serta pengawasan dan pembinaan 

pasar. 

8) Pemberian perizinan dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

9) Menetapkan kebijaksanaan dalam rangka optimalisasi penerimaan 

retribusi dari sektor pasar. 

10) Mengelola tata usaha dinas. 

11) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

12) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan 

bahan petunjuk pemecah masalah. 

13) Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala 

dan tahunan. 

14) Melaksanakan kordinasi dengan  instasi terkait guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

15) Memberukan usul dan saran kepada atasan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
108
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b. Sekretariat Dinas Perdagangan  

1) Subbag Penyusunan Program Keuangan dan Aset 

Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, 

pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung 

jawaban penggunaan anggaran. Melakukan pengelolaan urusan aset. 

Melaksanakan pembukuan pertanggung jawaban, pelaporan keuangan 

dan aset serta laporan akuntabilitas. 

2) Subbag Umum dan Kepegawaian  

Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang 

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 

pegawai.
109

 

3) Bidang Perdagangan  

Bidang  perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas dibidang perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri (PDN), 

Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi 

Sumber Daya Mineral. 

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

Menyiapkan bahan perumusn kebijakan teknis dibidang 

Perdagangan Dalam Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Dalam Negeri. 

                                                             
109

 Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018 



67 

 

 

 

Menyiapkan bahan kebijakan pemberian perizinan dibidang 

perdagangan dalam negeri. 

b) Seksi Perdagangan Luar Negeri 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

Perdagangan Luar Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian dibidang Perdagangan Luar Negeri melalui 

komoditas produksi dalam negeri sebagai komoditas ekspor impor. 

Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan administrasi 

kelengkapan dokumen ekspor impor bagi eksportir. 

 

 

c) Seksi Pemberdayaan Konsumen 

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dengan lembaga 

lainnya dalam rangka pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM)
110

 

4) Bidang Bina Pasar 

Bidang bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan 

logistik, bina pasar dan informasi. 

a) Seksi Bina Usaha dan Permodalan 
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Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan 

usaha dan permodalan. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan 

dalm rangka meningkatkan usaha pedagang tradisional dan pasar 

modern dengan pola kemitraan. Menyiapkan bahan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat.  

b) Seksi Sarana dan Logistik 

Menyiapkan bahan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pasar. 

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat. 

Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan operasi 

pasar atau pasar murah. 

 

 

c) Seksi Bina Pasar dan Informasi 

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam peningkatan 

pengembangan pasar tradisional dan informasi. Melaksanakan 

pengumpulan, pengolahan dan analisis persedian bahan pokok pada pasar 

tradisional. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi 

kebijakan dan/atau regulasi pengelolaan pasar tradisonal.
111

 

5) Bidang Metrologi 

Bidang metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran, dan timbangan.  

a) Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium.  
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Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumnetasi dan kebijakan teknis 

operasional bidang standar ukuran dan laboratorium. Melaksanakan dan 

menyiapkan bahan interkomparasi. 

b) Seksi Pelayanan 

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemberian 

pelayanan kemetrologian. Melaksanakan dan menyiapkan bahan 

koordinasi kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP).  

c) Seksi Pembinaan   

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pembinaan 

penggunaan alat ukur, timbangan dan tera. Pembinaan dan sosialisasi 

terhadap kebijakan metrologi legal. 

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar  

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan program 

kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yag menjadi kewenangan Dinas 

Pengelolaan Pasar antara lain:  

a) Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar. 

b) Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar. 

c) Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar . 

d) Pengelolaan pendapatan retribusi. 

 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

 

 

KEPALA DINAS 
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B. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih yang ada disetiap Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran 

berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah. 

Dalam hal pembayaran, pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada 

waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari 

keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat 

Tagihan Retribusi Daerah (STRD), hal ini berdasarkan Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pasar, yang 

tercantum pada bab v bagian kedua pasal 10. 
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Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan 

Walikota yaitu: 

1. Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD. 

2. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

3. Retribusi pasar dipungut menggunakan karcis. 

4. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung. 

Alur pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari gambar di bawah ini: 

Gambar 3 

Alur Penagihan Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bendahara 

memberikan alat penarikan retribusi pasear kepada setiap UPT pasar, yang 

guna dari karcis tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran 

setiap pedagang yang telah membayar retribusi pasar perharinya.
112

 

Sedangkan alur penyetorannya bisa digambarkan dengan gambar 

dibawah ini: 

Gambar 4 

Alur Penyetoran Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung 
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Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa alur penyetoran 

retribusi pasar yang berawal dari juru tagih menarik retribusi dengan objek 

retribusi atau pedagang lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan 

setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing yang 

kemudian uang yang telah dihitung keabsahannya oleh UPT pasar tersebut 

lalu dilimpahkan ke Bandahara Penerima yang ada di Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung yang kemudian disetorkan ke bagian penerima 

retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas 

daerah.
113

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 101 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

Pelayanan Pasar, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang 

memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar 

adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus 

disediakan untuk pedagang. 

Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam 

Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif 

sebagai berikut: 
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Tabel 2 

 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar  

di Bandar Lampung 

 

No Ukuran Tempat Berdagang Tarif (Rp) Frekuensi 

Waktu 

1 4m x 4m (16m
2 
atau lebih) 4.000 Per Hari 

2 3m x 4m (12m
2 
sampai dengan 15m

2)
 3.000 Per Hari 

3 3m x 3m (9m
2 

atau kurang) 2.000 Per Hari 

4 1m x 1m (Insidentil) 1.000 Per Hari 

 Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah. 

 

Data Retribusi Pelayanan Pasar di atas merupakan tarif retribusi pasar 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat 

berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya.   

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah 

ditetapkan, maka akan dikanakan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai 

retribusi, dengan menerbitkan STRD, STRD merupakan surat teguran yang 

dikeluarkan dengan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang 

terdapat di Dinas Perdagangan maupun di lapangan yaitu di pasar mengenai 

pengelolaan pemungutan retribusi pasar yaitu: 

Perencanaan berdasarkan hasil wawancara perencanaan yang dilakukan 

dinas perdagangan yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi. 

Penentuan target berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edwar 

bahwa “Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki 

setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya 
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serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk 

dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target 

penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar”. Kemudian Beliau 

menambahkan bahwa “Persoalan mendasar kami dalam penentaun target 

pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang 

sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan 

realisasinya”.
114

 

Pengorganisasian berdasarkan hasil wawancara di Dinas Perdagangan 

dengan Bapak Edwar bahwa mereka melakukan pengorganisasian dengan 

mengukur sumber daya manusia, pembagian tugas serta penetapan standar 

kerja, sebagaimana hasil wawancara yaitu Bapak Edwar mengatakan bahwa 

“Jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini 

jumlah kolektor di setiap pasar dari Dinas Perdagangan berjumlah 3-5 orang 

yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan 

pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah 

kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi”.
115

 

Bapak Khohar sebagai seksi bina usaha dan permodalan mengatakan 

bahwa “Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi 

pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap 
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pasar terbagi dalam beberapa blok sehinnga dapat memudahkan petugas dan 

aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien”.
116

 

Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu 

kolektor juga mengatakan bahwa “Dalam melakukan pemungutan retribusi 

pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami 

dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan 

jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan”.
117

 

Pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan 

Kepala Bina Pasar “Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota 

Bandar Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi 

langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib 

retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”. Dan kemudian menurut 

kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa “Selama ini proses 

pembayaran retribusi sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi 

langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam 

karcis”. 

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa 

“Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi 

kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita 

bayar”. 
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Pengawasan penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung 

dilakukan 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala 

UPT pasar (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan 

oleh Dinas Perdagangan. 

Pengawasan langsung yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara 

yaitu Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak Fauzi bahwa “Setiap hari 

pasar saya turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan 

tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan apakah kolektor sudah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa 

semua wajib retribusi dipasar sudah membayar kewajibannya”. 

Selain itu Beliau menambahkan bahwa “Untuk melakukan pengawasan 

kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis 

setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa 

mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari 

jumlah setoran pungutan retribusi”.
118

 

Sedangkan pengawasan tidak langsung berdasarkan hasil wawancara 

dengan bapak Edwar Kepala Bina Pasar bahwa “Kami melakukan 

pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala 

UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan 

pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan 
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pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawasan terhadap 

karcis perbulannya”.
119

 

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan 

asli daerah di Kota Bandar Lampung. Besarnya penerimaan dari hasil 

retribusi pasar ini akan mempengaruhi besarnya pengaruh retribusi daerah 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.  

Pembayaran  retribusi pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan 

dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan 

untuk tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

retribusi pasar di Kota Bandar Lampung yang memberikan kontribusi untuk 

menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. 

Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan salah 

satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan 

penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan 

Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum 

maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada 

tahun 2013-2017 seperti yang telah dijelaskan pada bab 1. 

Berdasarkan persentase target dan realisasi retribusi paar di Kota 

Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir ini seperti diketahui bahwa 

retribusi pasar di Kota Bandar Lampung tidak ada yang mencapai target. 

Target retribusi pasar pertahun dari tahun 2013-2017 adalah Rp 
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2.500.000.000 kecuali target pada tahun 2014 yaitu Rp 2.000.000.000  dan 

pencapaian target yang tertinggi sebesar Rp.1.732.852.000 atau 86,64% 

pada tahun 2014 dan pencapaian target terendah sebesar Rp 1.620.700.000 

atau 64,83% pada tahun 2013.  

Berdasarkan data penulis menarik kesimpulan bahwa tidak 

mencapainya target retribusi pasar di Bandar Lampung karena banyaknya 

masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun 

demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup 

strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

Pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh 

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung senantiasa menerapkan fungsi-

fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya 

senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi.  

Fungsi pengelolaan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, terdapat 4 

fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. Fungsi pengeloaan yang diterapkan di Dinas Perdagangan yaitu: 

1. Perencanaan 
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Perencanaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan  target 

penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung serta Pendataan wajib 

retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

pasar di Bandar Lampung maka perlu adanya perumusan perencanaan dari 

Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya 

pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 

Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi 

penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi 

pasar Kota Bandar Lampung, yaitu proses penentuan target penerimaan 

retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung 

mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. 

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun 

didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat 

realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis 

penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan 

dari Dinas Perdagangan untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar 

pertahun disetiap pasar. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan 

berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentaun 

target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi 

yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan 

dengan realisasinya. 
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Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi pasar 

pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat 

tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak 

adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar, 

merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi 

pasar di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa tidak 

tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang 

tidak memiliki tempat khusus di dalam pasar, khususnya bagian pelataran, 

Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata 

mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi pasar. 

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi 

pasar di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya seperti yang dijelaskan oleh 

bapak Muhammad Kohar, kepala seksi bina usaha dan permodalan 

mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi 

pasar, diantaranya yaitu faktor cuaca, jika hujan terus, banyak pedagang 

yang tidak berdagang, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik 

retribusi, dan juga faktor lainnya seperti hari raya, maka banyak los/kios dan 

pelataran yang tutup beberapa hari dan revitalisasi atau pembangunan pasar, 

sehingga tidak ada aktivitas pemungutan retribusi selama revitalisasi pasar. 

Setelah penulis wawancara dengan bapak Muhammad Kohar, kepala 

seksi bina usaha dan permodalan serta bapak Edwar, Kepala Bina Pasar 
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Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, penulis observasi kelapangan 

dengan mewawancarai langsung pedagang pasar dan petugas kolektor 

mengenai kegiatan pemungutan retribusi pasar.  

Menurut Ibu Santi  salah satu penjual tas di Pasar Bambu Kuning 

mengatakan bahwa terkadang ia tidak membayar karcis, karena hubungan 

kekerabatan dengan petugas penagihnya, dan terkadang kalau membayar 

hanya setengah dari jumlah yang tertera pada karcis. 

Salah satu petugas kolektor di pasar Bambu Kuning Bapak „Aan 

mengatakan bahwa Kami dalam menagih retribusi kepada para pedagang, 

terkadang mereka tidak membayar retribusi dengan alasan dagangan mereka 

belum ada yang laku. 

Perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung yaitu pendataan objek retribusi pasar di Kota Bandar Lampung, 

namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena 

berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah kios atau los yang ada 

di dinas tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Ini terbukti dari data 

yang diberikan oleh pihak instansi jumlah pelataran disalah satu pasar yaitu 

Pasar Bambu Kuning yang seharusnya 460 tetapi yang di muat dalam 

pembukuan hanya 410. Hal ini dikarenakan pendataan hanya dilakukan 

sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga terdapat ketidakcocokan data 

antara dinas dan pihak UPT pasar. 

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai perencanaan dalam 
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meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang berdampak pada peningkatan 

pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi 

namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga 

target penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target, padahal jika 

dilihat dari jumlah penjual yang ada di pasar serta dari kegiatan pasar yang 

terus-menerus tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota 

Bandar Lampung, tetapi dalam kenyataannnya malah tidak pernah mencapai 

target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam 

melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dan kurang tegasnya 

sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam 

internal organisasi serta faktor cuaca. 

2. Pengorganisasiaan 

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh 

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, keberadaan sumber daya 

manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan 

komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi 

akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang 

ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin 

disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada 

dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib 

retribusi dengan Dinas Perdagangan. 

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan 

adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber 



83 

 

 

 

daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara 

yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana 

dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur 

yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. 

Pengorganisasian pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu 

mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus 

seimbang dengan jumlah pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan 

maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi 

pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 

diketahui dari Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan, Bapak Edwar 

mengatakan bahwa jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, 

sampai saat ini jumlah kolektor di setiap pasar dari Dinas Perdagangan 

berjumlah 3-5 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap 

hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan 

saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan 

retribusi. 

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung yaitu pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam 

pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga 

pemungutan retribusi pasar semua pedagang tidak ada yang tidak membayar 

retribusi seperti yang dikatakan oleh Bapak Khohar, kepala seksi bina usaha 
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dan permodalan bahwa untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami 

membagi pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, 

karena setiap pasar terbagi dalam beberapa blok sehinnga dapat 

memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. 

Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu 

kolektor juga mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi 

pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami 

dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan 

jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan retribusi. 

Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran 

diprioritaskan pemungutan lebih awal seperti yang dikatakan oleh salah 

seorang kolektor bahwa dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu 

mendahulukan pedagang-pedagang yang ada di luar pasar, yang tidak 

memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat 

pulangnya sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan 

mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang 

membayar retribusi sebelum mereka pulang. 

Menurut Ibu Denti salah seorang penjual pakaian di pasar Bambu 

Kuning (wajib retribusi) mengatakan bahwa “Pumungutan retribusi yang 

saya bayar selama ini tidak memberatkan, saya rasa sudah sesuai dengan 

fasilitas yang disediakan pemerintah, dan pembayarannya pun tidak 

menyulitkan, kami hanya membayar retribusi lalu petugas memberikan 
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kami karcis dan sikap pemungut retribusinya juga baik-baik serta sopan, 

sehingga tidak memberatkan kami untuk membayar retribusi pasar. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembagian tugas pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan yang 

sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. 

Pengorganisasian yang diterapkan pada dinas perdagangan terakhir 

yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan 

maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi pasar agar dapat 

melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh 

Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa untuk kolektor pemungutan retribusi 

pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu jam mulai dan jam selesai kegiatan 

pemungutan retribusi tersebut. Beliau juga menambahkan terkadang juga 

ketidak disiplinan para kolektor yang datang terlambat membuat banyak 

pedagang luput dari tagihan retribusi dan ini sangat mempengaruhi 

pemasukan utamanya dalam retribusi pasar. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, 

namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini 

sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor 

sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam 

penerimaan retribusi pasar. 

3. Pelaksanaan 
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Fungsi pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pelaksanaan. pelaksanaan 

merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana 

yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan 

dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan menggunakan 

segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. 

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

sesuai dengan keterangan Bapak Khohar yang mengatakan bahwa Kami 

turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses 

pemungutan retribusi pasar, juga memberikan arahan kepada para kolektor 

agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. 

Kemudian menurut Kepala UPT di setiap Pasar Tiap harinya terjun 

kelapangam untuk memantau para kolektor,apakah sudah melaksanakan 

tugasnya atau belum, sehingga dapat melihat siapa yang kinerjanya bagus, 

dan siapa yang setengah-setengah. 

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar 

Lampung  dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan 

retribusi pasar sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bina Pasar 

bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar 

Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung para 

wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib retribusi tidak 

perlu susah-susah mendatangi kami. Kemudian menurut kolektor pemungut 

retribusi mengatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi 
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sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, 

dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam karcis. 

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa 

Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi 

kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita 

bayar, dan pembayarannya pun sudah sesuai dengan fasilitas yang 

diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode 

pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis 

kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu repot mendatangi 

pos pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan 

tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua 

hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyentornya ke Dinas 

Perdagangan.  

Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi 

pasar dari Dinas Perdagangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan 

memberikan arahan tugas kepada petugas pemungut retribusi. 

4. Pengawasan 

Pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas 

Perdagangan yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya 
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dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan 

retribusi. 

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai 

langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah 

sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka 

ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan 

pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. 

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar 

Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan 

menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta 

kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan 

retribusi pasar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami 

kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para 

petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar. 

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya 

kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan 

retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan 

penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan dua bentuk 

pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT (unit pelaksana teknis) 

dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 

Bentuk pengawasan yang pertama yaitu pengawasan langsung yang 

dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPT Pasar di Kota Bandar Lampung 
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yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan 

kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar, 

seperti yang dijelasakan oleh Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak 

Fauzi bahwa setiap hari pasar Beliau turun kelapangan, baik pagi ataupun 

sore, karena itu merupakan tugas Beliau selaku kepala pasar, dan 

memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah 

membayar kewajibannya. 

Selain itu Beliau menambahkan bahwa untuk melakukan pengawasan 

kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis 

setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa 

mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari 

jumlah setoran pumungutan retribusi. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

Kepala UPT Pasar sebagai penaggung jawab penerimaan retribusi pasar 

setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam 

melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 

penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat 

menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar 

Lampung.  

Bentuk pengawasan kedua yang diterapan dinasa Perdagangan Kota 

Bandar Lampung yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan 

tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada 
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atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah 

bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kepala Bina Pasar  Dinas Perdagangan yang mengatakan 

bahwa Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan 

retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi 

pertiga bulan dan pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses 

penerimaan pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting 

pengawasan terhadap karcis perbulannya. Beliau menambahkan bahwa 

Kami dari dinas perdagangan secara rutin turun langsung untuk 

mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi tersebut sehingga kami tau apa 

saja kendala atau kekurangan yang dihadapi. 

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk 

meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga 

dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme 

pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target 

yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas penulis 

menyimpulkan bahwa untuk pegawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan  maupun UPT Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak 

langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada 

penyesuaian data antara data yang dimiliki UPT Pasar dimasing-masing 

pasar dengan Data di Dinas Perdagangan mengenai jumlah los/kios, 
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pelataran sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target 

dan pencapaian target atau realisasi. 

Tabel 3 

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bandar Lampung 

 

Tahun  PAD Kota Bandar 

Lampung 

Retribusi Pasar Kota 

Bandar Lampung 

Persentase 

Kontribusi 

2013 Rp. 360.214.523.011 Rp. 1.620.700.000 0,45 % 

2014 Rp. 394.646.889.446 Rp. 1.732.852.000 0,44 % 

2015 Rp. 397.547.326.856,39 Rp. 1.884.845.000 0.47 % 

2016 Rp. 483.379.398.028 Rp. 1.783.527.000 0,37 % 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data diolah. 

Data di atas menunjukan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan 

asli daerah tergolong sangat kecil, mengingat retribusi pasar salah satu 

sumber retribusi daerah, jumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung 

yaitu 31 pasar, namun hanya 10 pasar yang dikelola oleh Dinas perdagangan 

Kota Bandar Lampung. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan 

retribusi pasar sehingga berpengaruh dengan jumlah penerimaan retribusi 

pasar terhadap pendapatan asli daerah.  

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsi 

pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan 

dan pengawasan. Tidak tercapainya target retribusi pasar dikarenakan 

berbagai kendala diantaranya penunggakan pembayaran retribusi pasar oleh 

pedagang sebagai wajib retribusi karena berbagai alasan, faktor cuaca, hari 

raya dan revitalisasi pasar. 
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B. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung 

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan 

secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara 

transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada 

yang harus ditutup-tutupi. 

Dalam ekonomi Islam tarif retribusi pasar adalah termasuk Ijarah artinya 

pasar sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti 

bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah 

mempunyai hak mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena 

termasuk kedalam aset negara. 

Perencanaan merupakan poros dari aktivitas manajemen yang sempurna, 

begitu pula dengan konsep tentang perencanaan hendaknya memperhatikan apa 

yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu dimasa 

mendatang. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Hasyr ayat 18 

menyebutkan bahwa: 

 َۚ ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ َٔ يَذۡ نِغَذِٖۖ  ب قذََّ نۡزَُظشُۡ َفَۡشٞ يَّ َٔ  َ ٍَ ءَايَُُٕاْ ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ أَُّٓٚٓبَ ٱنَّزِٚ ب ََٰٚ ًَ  ثِ
َ خَجِٛشُۢ ٌَّ ٱللََّّ  إِ

  ٌَ هُٕ ًَ  [٠٤ ] انـحـغـش: ٨ٔرؼَۡ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  
 



93 

 

 

 

Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam 

bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat 

hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam organisasi perencanaan 

merupakan sebuah keniscayaaan atau keharusan segala sesuatu 

membutuhkan perencanaan. Seperti dalam hadits Rasulullah saw bersabda,  

(المبارك ابن اه و ر) اذااردتفعل ا مرا فتد بر عا قبتو فا ن كان خيرافامض وان كان شرا فا نتو  

Artinya: “Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka 

pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambilah dan jika 

perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR Ibnul Mubarak) 

 

Dinas Perdagangan tentunya memiliki perencanaan dalam 

meningkatkan penerimaan retribusi pasar seperti hasil wawancara yaitu 

penentuan target dan pendataan wajib retribusi. 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas Allah SWT memerintahkan bahwa 

sesuatu hal dibutuhkan perencanaan, perencanaan yang diterapkan oleh 

Dinas Perdagangan telah sesuai dengan nilai Islam. Karena Dinas 

Perdagangan telah menerapkan perencanaan yaitu dengan menentukan 

target dan mendata wajib retribusi, tetapi dalam pelaksanaan perencanaan 

yang dilakukan Dinas Perdagangan harus diperbaiki dengan selalu mendata 

wajib retribusi di masing-masing pasar minimal setiap bulan sehingga data 

yang dimiliki Dinas dan UPT terdapat kecocokan atau sama, sehingga target 

penerimaan retribusi pasar dapat terealisasi.  

Umat muslim dalam ajaran Islam dalam melakukan segala hal harus 

dengan cara yang rapi atau terorganisasi sebagaimana yang terdapat dalam 

QS. Ash-Shaff ayat 4 yaitu: 
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شۡصُٕػٞ   ٍٞ يَّ ََٰٛ ُۡ ىُ ثُ ب كَأَََّٓ ٌَ فِٙ صَجِٛهِۦِّ صَفّٗ زهُِٕ ٍَ ٚقََُٰ َ ٚحُِتُّ ٱنَّزِٚ ٌَّ ٱللََّّ  [٤ ] انـصّـف: ٗإِ
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh”.  

 

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perdagangan Kota Bandar  

Lampung menerapkan pengorganisasiaan supaya guna meningkatkan 

penerimaan retribusi pasar lebih terorganisir dan teratur. Pengorganisasian 

yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu dari 

sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan petugas pemungut 

retribusi pasar atau kolektor dalam setiap pasar telah ditetapkan antara 3-5 

orang sesuai dengan keadaan sehingga dengan terkoordinirnya jumlah 

kolektor dapat memudahkan pekerjaan, dan juga Dinas Perdagangan 

mebagikan tugas terhadap masing-masing kolektor dan memberi standar 

kerja.  

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini 

dinyatakan dalam surat Ash-Shaff: 4. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang 

sangat terkenal yaitu: 

 الحق بلا نضا م يغلبو البا طل بنظام

Artinya: “Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, 

bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih teroganisir dengan rapi.” 
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 Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, 

melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan 

secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. 

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana 

siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut dengan 

menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan 

rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan 

dengan jalan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut. Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 105: 

تِ  ۡٛ هِىِ ٱنۡغَ َٰٗ ػََٰ ٌَ إنَِ ٔ صَزشَُدُّ َٔ  ٌَِۖ ؤۡيُُِٕ ًُ ٱنۡ َٔ سَصُٕنُُّۥ  َٔ هكَُىۡ  ًَ ُ ػَ هُٕاْ فضََٛشََٖ ٱللََّّ ًَ قمُِ ٱػۡ َٔ
  ٌَ هُٕ ًَ ب كُُزىُۡ رؼَۡ ًَ ذَحِ فَُُٛجَِّئكُُى ثِ ََٰٓ ٱنغَّ  [٠١ ٥ ]انزٕثخ: َ٘ٓٔٔ

 

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”  

 

Pelaksanaan  retribusi pasar di Kota Bandar Lampung memiliki sistem 

yang  memudahkan pedagang dalam  membayar retribusi dan juga 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Bambu 

Kuning bahwa petugas kolektor bersikap sopan saat bertugas memungut 

retribusi pasar, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yakni Islam mengajarkan 

untuk saling menghormati sesama. Tetapi dalam pelaksanaannya 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang bahwa 

petugas kolektor terkadang tidak memungut retribusi kepada pedagang yang 
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mengenal kolektor atau memberikan potongan tarif dari yang tertera 

dikarcis. 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam Al-Qur‟an 

menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan 

ancaman bagi yang melanggarnya, yakni terdapat pada Al-Qur‟at surat At-

Tahrim ayat 6: 

 
ٓ ٓبَ يَهََٰ ۡٛ ٱنۡحِجَبسَحُ ػَهَ َٔ قُٕدُْبَ ٱنَُّبسُ  َٔ هِٛكُىۡ َبَسٗا  ْۡ أَ َٔ اْ أََفضَُكُىۡ  ٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ قُ أَُّٓٚٓبَ ٱنَّزِٚ ئِكَخٌ غِلََظٞ ََٰٚ

  ٌَ ٌَ يَب ٚؤُۡيَشُٔ ٚفَۡؼَهُٕ َٔ َ يَبٓ أيََشَْىُۡ  ٌَ ٱللََّّ  [٦ ] انـزحشٚى: ٙعِذَادٞ لََّ ٚؼَۡصُٕ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.  

 

Pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dibangun dari dalam 

diri orang yang diawasi dan sistem pengawasan yang baik. Rasulullah saw 

melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalm kehidupan. Jika 

ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga 

Rasulullah saw menegurnya.  

Dinas Perdagangan telah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang 

diperintahkan dalam Islam, Dinas Perdagangan menjalankan pengawasan 

dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dari 

keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pegawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan  maupun UPT Pasar untuk 

pengawasan langsung dan tidak langsung harus lebih maksimal lagi agar 
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retribusi pasar dapat mencapai target setiap tahunnya dengan dilakukan 

pengawasan dan evaluasi yang rutin. Dan antara semua pihak baik itu antara 

Dinas Perdagangan maupun UPT dengan pedagang (wajib retribusi) harus 

transparan, karena sesuai dengan prinsip Islam yaitu jujur dan „Adl. 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis tentang pengelolaan retribusi pasar dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya 

target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi 

retribusi pasar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan 

wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh 

pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga 

realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.  
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2. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota 

Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan 

retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar 

berakhlakul karimah tehadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas 

retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang. 

Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki, 

sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai dengan Islam yang 

selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi 

pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi 

pasar. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolan 

retribusi pasar Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan retribusi pasar kedepannya harus lebih maksimal sehingga 

realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. pendataan wajib retribusi harus lebih intensif 

sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai 

target retribusi pasar. 

2. Pengelolaan retribusi pasar dimana dalam kegiatan pemungutan retribusi 

pasar semua petugas retribusi harus sesuai dengan Islam untuk lebih 

berakhlakul karimah saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang 

sebagai wajib retribusi.  
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Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana perencanaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung? 

3. Apakah dasar penetapan target retribusi pasar? 

4. Bagaimana pengorganisasian retribusi pasar yang diterapkan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung? 

5. Berapakah Jumlah Petugas Kolektor disetiap pasar? 

6. Bagaimana pelaksanaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung? 

7. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

pasar? 

8. Bagaimana pengawasan retribusi pasar yang diterapkan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung? 

 



 

Wawancara dengan Kepala Bina Pasar Bapak Edwar 

 

 

Wawancara dengan Petugas Kolektor, Bapak Roni 



 

Wawanca Dengan Petugas Kolektor, Bapak ‘Aan 

 

 

Wawancara dengan Pedagang Tas, Ibu Santi 



 

Wawancara Dengan Pedagang Pakaian, Ibu Denti 

  

 

Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, Bapak Hairul Fauzi 


	COVER SKRIPSI.pdf (p.1-2)
	halaman awal skripsi.pdf (p.3-17)
	bab i-v.pdf (p.18-115)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.116-119)
	lampiran.pdf (p.120-124)

